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BAB V 

KESIMPULAN  

 

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Makassar bahwa penguasaan tanpa 

hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan 

dengan hak yang dimiliki dan menyimpan dari kaedah-kaedah hukum dalam 

peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Sementara penguasaan Tergugat atas tanah sengketa adalah 

penguasaan yang didasarkan atas adanya hak Tergugat yang diperoleh dengan 

tidak melanggar hak-hak Penggugat. Bahkan, dengan Tergugat melaksanaan 

kewajiban membayar Pajak PBB sesungguhnya telah membuktikan bahwa 

penguasaan Tergugat atas tanah Sengketa adalah penguasaan yang sah dan 

bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Upaya Hukum dalam Sengketa Tanah Kebun di Makasar Dalam Putusan 

144/Pdt/2020/PT.Mks Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata adalah 

Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan 

seksama semua berkas perkara antara lain gugatan, jawaban, replik, duplik, 

berita acara persidangan, pembuktian kedua belah pihak, salinan resmi 

putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 36/Pdt.G/2019/PN.Wtp, 

tanggal 5 Februari 2020 dan memori banding kuasa Pembanding semula 

Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan 

Hakim Tingkat Pertama, oleh karena penerapan hukumnya telah sesuai 

dengan fakta-fakta hukum di persidangan dimana dalam pertimbangan 

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua 
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keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. Syarat-

syarat banding adalah ada pernyataan ingin banding, panitera membuat akta 

banding, dicatat dalam register induk perkara, pernyataan banding harus sudah 

diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding 

tersebut dibuat, pembanding dapat membuat memori banding, terbanding 

dapat mengajukan kontra memori banding. 
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